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IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PEMERINTAH 

DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA 

  

ABSTRAK 

Pemerintahi Provinsii Malukui Utarai telahi mengeluarkani Peraturani Daerahi Nomori 

2i Tahuni 2019i tentangi Pertanggungjawabani Pelaksanaani APBD.i Peraturani Daerahi inii 

berfungsii sebagaii saranai untuki melaporkani penggunaani anggarani dani evaluasii secarai 

menyeluruhi baiki darii perencanaan,i pelaksanaan,i sertai hasili ataui luarani (output)i yangi 

dicapaii darii pelaksanaani anggaran.i Penelitiani inii bertujuani untuki menganalisisi 

implementasii darii Peraturani Daerahi tersebuti dani tindakani pemerintahi dalami 

merencanakani anggarani untuki kesejahteraani daerah.i Penelitiani dilaksanakani dii Kotai 

Tidorei Kepulauani darii Meii 2024i hinggai Agustusi 2024,i menggunakani metodei kualitatifi 

dengani melibatkani 100i respondeni (kuisioner)i dani 2i keypersoni (wawancara).i  

Hasili penelitiani menunjukkani bahwai pemerintahi telahi menerapkani berbagaii 

kebijakani dalami pengelolaani APBDi sepertii pembangunani daerah,i bantuani sosial,i dani 

pengelolaani sumberi dayai alam.i Namun,i implementasii kebijakani inii belumi berjalani 

dengani baik.i Hambatani yangi dihadapii meliputii kurangnyai sumberi dayai manusiai dani 

saranai prasarana,i sosialisasii peraturani yangi kurangi efektif,i dani pengelolaani sumberi dayai 

alami yangi belumi optimal.i Penelitiani inii merekomendasikani peningkatani kualitasi sumberi 

dayai manusiai melaluii pelatihani intensifi bagii caloni tenagai kerjai sertai peningkatani saranai 

dani prasaranai untuki mendukungi implementasii kebijakani inii secarai lebihi efektif.  

  

Kata Kunci: peraturan daerah, apbd, pemerintah daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NASKAH PUBLIKASI I ALHILAL RIDJAN 2 

 

 

 

 

IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 2 OF 2019 

CONCERNING ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE 

REGIONAL APBD OF THE CITY OF TIDORE ISLANDS, NORTH MALUKU 

PROVINCE  

 

 ABSTRACT 

The North Maluku Provincial Government has issued Regional Regulation 

Number 2 of 2019 concerning Accountability for the Implementation of the Regional 

Budget. This Regional Regulation functions as a means to report on budget use and 

comprehensive evaluation, both from planning, implementation, and results or outputs 

achieved from budget implementation. This study aims to analyze the implementation of 

the Regional Regulations and government actions in planning a budget for regional 

welfare. The study was conducted in Tidore Island City from May 2024 to August 2024, 

using a qualitative method involving 100 respondents (questionnaires) and 2 key persons 

(interviews). 

The results of the study indicate that the government has implemented various 

policies in the management of the Regional Budget such as regional development, social 

assistance, and management of natural resources. However, the implementation of these 

policies has not been running well. The obstacles faced include the lack of human 

resources and infrastructure, the ineffective socialization of regulations, and the 

management of natural resources that has not been optimal. This study recommends 

improving the quality of human resources through intensive training for prospective 

workers and improving facilities and infrastructure to support the implementation of this 

policy more effectively. 

  

Keywords: Regional Regulations, Regional Budget, Local Government
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A. Latar Belakang Masalah  

Undang-Undangi Nomori 32i Tahuni 2004i tentangi pemerintahani Daerahi 

merupakani instrumeni pokoki dalami penyelenggaraani pemerintahi daerah.i 

Sebagaimanai diketahuii penyelenggaraani pemerintahi daerahi dipengaruhii olehi 

dinamikai politiki nasional.i Reformasii memberikani ruangi yangi lebihi lebari bagii 

pemerintahi daerahi terutamai dalami hali otonomii daerah.i Dalami perkembangannya,i 

undang-undangi inii telahi diamandemeni menjadii UndangUndangi Nomori 23i Tahuni 

2014. 

UUi Nomori 23i Tahuni 2014i inii mengaturi tentangi pembagiani wilayahi negara,i 

kekuasaani pemerintahan,i urusani pemerintahan,i kewenangani daerahi provinsii dii 

lauti dani daerahi provinsii yangi bercirii kepulauan,i penataani daerah,i penyelenggarai 

pemerintahani daerah,i perangkati daerah,i Perdai dani Perkada,i pembangunani daerah,i 

keuangani daerah,i BUMD,i pelayanani publik,i partisipasii masyarakat,i perkotaan,i 

kawasani khususi dani kawasani perbatasani negara,i kerjai samai daerahi dani 

perselisihan,i desa,i pembinaani dani pengawasan,i tindakani hukumi terhadapi Aparaturi 

Sipili Negarai dii instansii daerah,i inovasii daerah,i informasii pemerintahani daerah,i 

Dewani Pertimbangani Otonomii Daerah,i sertai ketentuani pidana. 

UUi Nomori 23i Tahuni 2014i kemudiani mengalamii perubahani keduai menjadii 

UUi Nomori 9i Tahuni 2015i yangi padai pokoknyai berisii tentangi perubahani darii UUi 

sebelumnya.i Kesemuai perubahani inii padai pokoknyai menjelaskani halhali sepertii 

pembangunani daerah,i keuangani daerah,i dani APBD.i Setelahi kemerdekaan,i Negarai 

Kesatuani Republiki Indonesiai (NKRI)i membentuki Undang-Undangi Dasari 1945i 

(UUDi 1945)i sebagaii konstitusinya.i Negarai Indonesiai ternyatai pernahi mengalamii 
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empati kalii perubahani ataui pergantiani konstitusii dalami kuruni waktui 15i tahuni 

(1945-1959i dani empati kalii perubahani (amandemen)i konstitusii selamai 2i tahuni 

(1999-2002)i yaknii perubahani I-IVi UUDi 1945. 

Prosesi amandemeni tersebuti banyaki memberii perubahani bagii sistemi 

pemerintahani dani ketatanegaraani negarai Indonesia,i namuni adai yangi tetapi 

dipertahankani hinggai amandemeni yangi keempati yaitui bentuki negarai Kesatuan.i Dii 

dalami UUDi 1945i tepatnyai dii dalami Pasali 1i Ayati (1)i yaitu,i “Negarai Indonesiai ialahi 

Negarai Kesatuan,i yangi berbentuki Republik”.i Negarai kesatuani inii ditinjaui darii segii 

susunannya,i memangi susunani bersifati tunggal,i maksudnyai Negarai Kesatuani itui 

adalahi negarai yangi tidaki tersusuni darii beberapai negara. 

Pasali 18i Ayati (1)i UUDi 1945i yangi berbunyii “Negarai Kesatuani Republiki 

Indonesiai dibagii atasi daerah-daerahi provinsii dani daerahi provinsii itui dibagii atasi 

kabupateni dani kota,i yangi tiap-tiapi provinsi,i kabupaten,i dani kotai itui mempunyaii 

Pemerintahani daerah,i yangi diaturi dengani Undang-Undang”,i artinyai negarai 

Indonesiai terdirii darii beberapai provinsi,i kabupateni dani kotai sedangkani 

Pemerintahnyai terdirii darii Pemerintahi Pusati dani Pemerintahi daerah. 

Daerahi provinsi,i Kabuapten/Kotai merupakani daerahi yangi otonom,i yaitui 

suatui masyarakati hukumi yangi mempunyaii batasi wilayahi tertentui yangi berhak,i 

berwenangi dani berkewajibani mengaturi dani mengurusi rumahi tangganyai sendiri.i 

Padai pasali 18i ayati (2)i UUDi 1945i yangi berbunyii “Pemerintahi daerahi provinsi,i 

daerahi kabupaten,i dani kotai mengaturi dani mengurusi sendirii urusani pemerintahani 

menuruti asasi otonomii dani tugasi perbantuan”. 
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Dalami rangkai penyelenggaraani hubungani kewenangani antarai Pemerintahi 

Pusati dani Pemerintahi daerah,i dalami Undang-undangi Nomori 32i Tahuni 2004i 

Tentangi Pemerintahani Daerahi tepatnyai Pasali 10i ditegaskani Pemerintahi Daerahi 

menyelenggarakani urusani pemerintahani yangi menjadii kewenangannya,i kecualii 

urusani pemerintahani yangi olehi Undang-Undangi inii ditentukani menjadii urusani 

Pemerintahi Pusat. 

Pemberiani otonomii luasi kepadai daerahi diarahkani untuki mempercepati 

terwujudnyai kesejahteraani masyarakati melaluii peningkatani pelayanan,i 

pemberdayaani dani perani sertai masyarakat.i Dii sampingi itui melaluii otonomii luas,i 

daerahi diharapkani mampui meningkatkani dayai saingi dengani memperhatikani 

prinsip-prinsipi demokrasi,i pemerataan,i keadilan,i keistimewaani dani kekhususani 

sertai potensii dani keanekaragamani daerahi dalami sistemi Negarai Kesatuani Republiki 

Indonesia (Junaidi, 2018). 

Pemerintahi Daerahi diberii kewenangani untuki membentuki Perdai untuki 

membantui prosesi dalami pelaksanaani Pemerintahani dii daerah.i Sesuaii ketentuani 

Pasali 14i Undang-Undangi Nomori 12i Tahuni 2011i Tentangi Pembentukani Peraturani 

perundang-undangani yaitu,i “materii muatani Peraturani Daerahi provinsii dani 

Peraturani Daerahi Kabupaten/Kotai berisii materii muatani dalami rangkai 

penyelenggaraani otonomii daerahi dani tugasi pembantuani dani menampungi kondisii 

khususi daerahi dan/i ataui penjabarani lebihi lanjuti peraturani perundang-undangani 

yangi lebihi tinggi”. 

Sejaki 1i Januarii 2001,i pemerintahi daerahi wajibi menyampaikani laporani 

keuangani daerah.i Menuruti Peraturani Pemerintahi Nomori 24i Tahuni 2005,i 
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pemerintahi daerahi dapati menggunakani standari akuntansii pemerintahani sebagaii 

pedomani dalami mengembangkani sistemi akuntansii keuangani daerahnyai sendiri.i 

Mengingati banyaknyai kegiatani yangi masuki dalami lingkupi otonomii daerahi dani 

terbatasnyai besarani Anggarani Pendapatani dani Belanjai Daerahi (APBD),i makai 

diperlukani pertimbangani anggarani yangi matang.i Pembentukani anggarani 

pendapatani dani belanjai daerahi (APBD)i merupakani hasili darii prosesi penganggarani 

yangi meliputii pembuatani anggaran.i Penganggarani pemerintahi saati inii sudahi 

berubahi dani tidaki lagii bersifati tradisionali (linei itemi budgeting). 

APBDi sendirii adalahi rencanai keuangani tahunani daerahi yangi ditetapkani 

dengani Perdai (Pasali 1i poini 32i UUi No.i 23i Tahuni 2014).i ABPDi merupakani dasari 

pengelolaani keuangani daerahi padai masai 1i (satu)i tahuni anggaran,i sesuaii dengani 

Undang-Undangi mengenaii keuangani negarai (Pasali 309i UUi No.i 23i Tahuni 2014).i 

Pembentukani peraturani daerahi sebagaimanai disebutkani dalami Pasali 1i angkai 1i 

Undang-Undangi Nomori 12i Tahuni 2011i tentangi Pembentukani Peraturani 

Perundang-undangani adalahi pembuatani Peraturani Perundang-undangani yangi 

mencakupi tahapani perencanaan,i penyusunan,i pembahasan,i pengesahani ataui 

penetapan,i dani pengundangan.i Dalami pembentukani peraturani daerah,i adai 

beberapai tahapi yangi harusi dilaluii yaitu: 

1. Tahapi perencanaan 

Sebelumi penyusunani Peraturani Daerahi (Perda),i dilakukani prosesi perencanaani 

penyusunani Perdai dalami suatui Programi Legislasii Daerahi (Prolegda).i Dalami Pasali 

1i angkai 10i UUi Nomori 12i Tahuni 2011,i disebutkani bahwai pengertiani prolegdai 
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adalahi instrumeni perencanaani programi pembentukani undang-undangi yangi 

disusuni secarai terencana,i terpadu,i dani sistematis. 

Selanjutnyai padai Pasali 239i ayati (1)i UUi Nomori 23i Tahuni 2014i tentangi 

Pemerintahani Daerahi disebutkani bahwai perencanaani penyusunani Perdai dilakukani 

dalami Programi Pembentukani Peraturani Daerahi (Propemperda).i Adai 2i (dua)i istilahi 

dalami penyebutani perencanaani penyusunani Perda,i yaitui Prolegdai (sesuaii dengani 

UUi Nomori 11i Tahuni 2011)i dani Propemperdai (sesuaii dengani UUi Nomori 23i Tahuni 

2014).i Walaupuni istilahnyai berbedai tetapii memilikii pengertiani yangi sama.i  

2. Penyusunan 

Rancangani perdai dapati berasali darii DPRDi dengani persetujuani bersamai kepalai 

daerah.i Selaini itu,i rancangani perdai dapati diajukani olehi anggota,i komisi,i gabungani 

komisi,i ataui alati kelengkapani DPRDi yangi khususi menanganii bidangi legislasi.i 

Rancangani perdai jugai disertaii dengani penjelasani ataui keterangani dan/ataui naskahi 

akademik.i  

3. Pembahasan 

Pembahasani rancangani peraturani daerahi dilakukani olehi DPRDi bersamai kepalai 

daerah.i Pembahasani bersamai dilakukani melaluii tingkat-tingkati pembicaraan.i 

Tingkat-tingkati pembicaraani dilakukani dalami rapati komisi/panitia/badan/alati 

kelengkapani DPRDi yangi khususi menanganii bidangi legislasii dani rapati paripurna.i  

4. Penetapan 

Rancangani perdai yangi telahi disetujuii bersamai olehi DPRDi dani kepalai daerahi 

disampaikani olehi pimpinani DPRDi kepadai kepalai daerahi untuki ditetapkani menjadii 

peraturani daerah.i Penyampaiani rancangani Perdai dilakukani dalami jangkai waktui 

palingi lamai 7i harii terhitungi sejaki tanggali persetujuani bersama.i Rancangani Perdai 
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ditetapkani olehi kepalai daerahi dengani membubuhkani tandai tangani dalami jangkai 

waktui palingi lamai 30i harii sejaki rancangani Perdai disetujuii bersamai olehi DPRDi dani 

kepalai daerah. 

Dalami hali rancangani Perdai tidaki ditandatanganii olehi kepalai daerahi dalami 

waktui palingi lamai 30i harii sejaki rancangani Perdai tersebuti disetujuii bersama,i 

rancangani perdai tersebuti sahi menjadii peraturani daerahi dani wajibi diundangkan.i 

Naskahi yangi telahi ditandatanganii kepalai daerahi dibubuhii nomori dani tahuni olehi 

Sekretarisi Daerahi (Sekda).i Adapuni jikai lebihi darii 30i harii naskahi tidaki 

ditandatanganii kepalai daerah,i makai ditulisi kalimati pengesahani olehi Sekdai yangi 

berbunyii “Peraturani Daerahi inii dinyatakani sah”i dii halamani terakhiri naskahi Perda,i 

yangi kemudiani dibubuhii nomori dani tahuni olehi Sekda. 

eraturani daerahi diundangkani dalami Lembarani Daerahi olehi Sekda.i Adapuni 

penjelasani Perdai diundangkani dalami Tambahani Lembarani Daerah.i Peraturani 

perundang-undangani mulaii berlakui dani mempunyaii kekuatani mengikati padai 

tanggal diundangkan, kecualii ditentukani laini dii dalami padai peraturani perundang-

undangani yangi bersangkutan. 
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     Gambari 1.1 

Sesuaii dengani mekanismei pembentukani Perdai diatas,i Perdai Kotai Tidorei 

Kepulauani Nomori 2i Tahuni 2019i tentangi Pertanggungjawabani Pelaksanaani 

Anggarani Pendapatani dani Belanjai Daerahi Kotai Tidorei Kepulauani Provinsii 

Malukui Utarai Tahuni Anggarani 2018i diberlakukani padai tanggali 29i Agustusi 

2019.iDalami Peraturani Daerahi inii diaturi tentangi Pertanggungjawabani Pelaksanaani 

Anggarani Pendapatani dani Belanjai Daerahi Tahuni Anggarani 2018i dengani 

menetapkani batasani dani istilahi yangi digunakani dalami pengaturannya.i Diaturi 
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tentangi pertanggungjawabani pelaksanaani APBDi berupai laporani keuangani 

memuati Laporani Realisasii Anggarani (LRA),i Laporani Perubahani Saldoi Anggarani 

Lebihi (LPSAL),i Neraca,i Laporani Operasionali (LO),i Laporani Arusi Kasi (LAK),i 

Laporani Perubahani Ekuitasi (LPE),i Catatani atasi Laporani Keuangani (CaLK),i 

Ikhtisari Laporani Keuangani (LK)i Badani Usahai Miliki Daerahi (BUMD). 

Mekanismei Pertanggungjawabani Pelaksanaani APBDi (PPAPBD)i merupakani 

bagiani darii prosesi pengelolaani keuangani daerahi setelahi prosesi penyusunani 

Rancangani APBDi (RAPBD),i persetujuani RAPBDi olehi DPRD,i pengesahani APBDi 

olehi Pemerintahi Pusat,i penetapani menjadii APBD,i dani pelaksanaani APBDi selesaii 

dilakukan.i Secarai normatif,i mekanismei PPAPBDi merupakani suatui rangkaiani 

proseduri pengawasani yangi dilakukani olehi instansi-instansii yangi memilikii fungsii 

pengawasani anggaran,i antarai laini Badani Pemeriksai Keuangani (BPK),i 

Kementeriani Dalami Negeri,i dani Dewani Perwakilani Rakyati Daerahi (DPRD).i 

Dalami konteksi hukumi administrasii negara, Mekanismei PPAPBDi merupakani 

bentuki pengawasani demii terwujudnyai pemerintahani yangi baiki sesuaii dengani 

antarai laini Asas-Asasi Umumi Pemerintahani yangi Baiki (AUPB). 

Mekanismei laporani pertanggungjawabani APBDi Kotai Tidorei Kepulauani 

sendirii berupai laporani keuangani yangi memuati Laporani Realisasii Anggarani 

(LRA),i neraca,i Laporani Arusi Kasi (LAK),i Laporani Operasionali (LO),i Laporani 

Perubahani Saldoi Anggarani Lebihi (LPSAL),i Laporani Perubahani Ekuitasi (LPE),i 

dani Catatani atasi Laporani Keuangani (CaLK).i Laporani keuangani tersebuti jugai 

harusi dilampirkani dengani Laporani Kinerjai dani ikhtisari laporani keuangani Badani 

Usahai Miliki Negarai /i Perusahaani Daerah. 
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Kotai Tidorei Kepulauani merupakani salahi satui kotai dii Provinsii Malukui Utara.i 

Kotai inii merupakani wilayahi hasili pemekarani darii Kabupateni Halmaherai Tengahi 

sebagaii kabupateni induki berdasarkani UUi 1/2003i yangi diresmikani padai tanggali 31i 

Meii 2003.i Dii wilayahi Tidorei Kepulauani ini,i terdapati Sofifii yangi ditetapkani 

sebagaii ibui kotai sejaki tahuni 1999i berdasarkani UUi 46/1999i tentangi Pembentukani 

Provinsii Malukui Utara,i Kabupateni Buru,i dani Kabupateni Malukui Tenggarai Barat.i 

Kelurahani Sofifii merupakani bagiani wilayahi administrasii Kecamatani Obai Utara,i 

Kotai Tidorei Kepulauan.i Pemindahani aktivitasi pemerintahani sejaki pembentukani 

Provinsii Malukui Utarai darii Ternatei sebagaii ibui kotai transisionali kei Sofifii sebagaii 

ibui kotai definitif,i terlaksanai secarai bertahapi hinggai 4i Agustusi 2010.i Kotai yangi 

bersemboyani “Tomai Loai Sei Banari”i inii memilikii luasi wilayahi 1.550,37i kilometeri 

persegii yangi menjadikannyai kotai terluasi ketigai dii Indonesiai setelahi Kotai Palangkai 

Rayai dani Kotai Dumai.i Secarai administratif,i kotai inii terdirii darii delapani kecamatani 

dani 90i desa/kelurahan, 

Perekonomiani masyarakati dii Kotai Tidorei sendirii yangi bertumpui padai 

pertanian,i perikanan,i dani hasili lauti lainnyai menjadii sumberi utamai pergerakani 

ekonomi.i Berbagaii macami sumberi dayai alam,i antarai laini kopra,i pala,i cengkeh,i 

hasili perikanani yangi sebagiani sudahi dijuali kei Jepang,i emas,i dani nikel,i merupakani 

komoditasi utamai penggeraki perekonomiani Kotai Tidorei Kepulauan.i Produki 

Domestiki Regionali Brutoi (PDRB)i Provinsii Malukui Utarai padai tahuni 2018i sebesari 

Rp1.896,2i miliari atasi dasari hargai berlaku,i dani Rp2.660,7i miliari atasi dasari hargai 

konstan. 
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Angka-angkai tersebuti berdasarkani datai statistiki Badani Pusati Statistiki 

provinsii dani laporani keuangani yangi terdapati dalami Peraturani Daerahi Nomori 2i 

Tahuni 2019i yangi mengaturi tentangi pertanggungjawabani anggarani pendapatani dani 

belanjai daerahi Provinsii Malukui Utarai dii Kotai Tidorei Kepulauani padai tahuni 2018.i 

PDBi Kotai Tidorei Kepulauani meningkati sebesari 9,00i perseni padai tahuni 2018i 

dibandingkani dengani tahuni 2017i yangi hanyai sebesari 8,18i persen. 

Namuni sayangnyai padai Septemberi 2021,i tingkati ketimpangani pengeluarani 

penduduki Malukui Utarai yangi diukuri olehi Ginii Ratioi adalahi sebesari 0,300i naiki 

sebesari 0,022i poini darii kondisii Mareti 2021i yangi sebesari 0,278.i Hali inii 

menunjukkani bahwai tingkati ketimpangani pengeluarani dii Provinsii Malukui Utarai 

semakini tinggi. 

Ginii Ratioi dii daerahi perkotaani padai Septemberi 2021i sebesari 0,298i naiki 

0,003i poini dibandingi Ginii Ratioi Mareti 2021i yangi sebesari 0,295.i Sementarai Ginii 

Ratioi dii daerahi perdesaani padai Septemberi 2021i sebesari 0,265i naiki 0,009i poini 

dibandingi Ginii Ratioi Mareti 2021i yangi sebesari 0,256i padai periodei Maret-

Septemberi 2021,i Indeksi kedalamani kemiskinani (P1)i mengalamii sedikiti kenaikani 

darii 0,943i padai Mareti 2021i menjadii 0,970i padai Septemberi 2021.i Indeksi keparahani 

kemiskinani (P2)i jugai meningkati darii 0,200i padai Mareti 2021i menjadii 0,207i padai 

Septemberi 2021. 

Distribusii pengeluarani kelompoki penduduki 40i perseni terbawahi dii Provinsii 

Malukui Utarai padai Mareti 2021i yaitui sebesari 22,87i perseni dani termasuki padai 

kategorii ketimpangani rendah.i Jikai dirincii menuruti wilayah,i distribusii pengeluarani 
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kelompoki penduduki 40i perseni terbawahi dii daerahi perkotaani adalahi sebesari 21,13i 

perseni sedangkani dii daerahi perdesaani sebesari 24,02i persen.i  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkani uraiani tersebuti diatas,i makai pokoki permasalahannyai adalahi sebagaii 

berikut:i  

1. Bagaimanai implementasii Perdai Nomori 2i Tahuni 2019i tentangi 

pertanggungjawabani pelaksanaani APBDi Pemerintahi Daerahi Kotai Tidorei 

Kepulauani Provinsii Malukui Utara? 

2. Faktori apai sajai yangi menjadii penghambati implementasii Perdai Nomori 2i Tahuni 

2019i Pemerintahi Daerahi Kotai Tidorei Kepulauani Provinsii Malukui Utara?i  

C. Metode Penelitian 

Tindakani yangi dilakukani dani diselesaikani olehi peneitii untuki mengumpulkani 

datai ataui informasii dani melakukani analisisi terhadapi datai yangi telahi diperolehnya.i 

Gambarani umumi tentangi desaini penelitiani diberikani melaluii tekniki penelitian,i 

yangi memuati antarai lain:i proseduri dani langkah-langkahi yangi harusi ditempuh,i 

waktui penelitian,i sumberi data,i dani dengani langkahi apai data-datai tersebuti diperolehi 

dani selanjutnyai diolahi dani dianalisis.i Menuruti Sugiyonoi (2012),i metodei penelitiani 

adalahi suatui pendekatani ilmiahi dalami pengumpulani datai dengani tujuani untuki 

mengkarakterisasi,i memvalidasi,i memperluas,i dani menemukani informasii dani 

gagasani untuki memahami,i mengatasi,i dani meramalkani persoalan-persoalani dalami 

keberadaani manusia. 

Penelitiani inii menggunakani pendekatani yuridis-empiris.i Kajiani hukumi 

terhadapi penerapani ataui pelaksanaani kaidah-kaidahi hukumi normatifi secarai 
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langsungi terhadapi setiapi peristiwai hukumi uniki yangi terjadii dalami masyarakati 

dikenali dengani penelitiani yuridis-empiris.i Dalami pendekatani yuridis-empirisi yangi 

menelitii tentangi Implementasii Peraturani Daerahi Nomori 2i Tahuni 2019i Tentangi 

Pertanggungjawabani Pelaksanaani APBDi Pemerintahi Kotai dani peraturan-peraturani 

laini yangi berkaitani dengani penelitiani yangi dikaji. 

Penelitiani yuridisi empirisi adalahi penelitiani yangi dilakukani dengani menelitii 

datai sekunderi terlebihi dahului untuki kemudiani dilanjutkani dengani mengadakani 

penelitiani terhadapi datai primeri dii lapangan.i Dalami penelitiani yuridis,i hukumi 

dilihati sebagaii normai ataui dasi sollen,i karenai penelitiani yuridisi merupakani suatui 

pendekatani yangi mengacui padai hukumi dani peraturani perundang-undangani yangi 

berlakui (Abduli Kadiri Muhammad,i 2004:i 32). 

Penelitani yuridisi empirisi yangi dimaksudkani dii dalami penelitiani inii adalahi 

bahwai dalami menganalisisi permasalahani yangi telahi dirumuskani dilakukani dengani 

memadukani bahan-bahani hukumi baiki primer,i sekunderi maupuni tersieri (yangi 

merupakani datai sekunder)i dengani datai primeri yangi diperolehi dii lapangani yaitui 

tentangi Implementasii Peraturani Daerahi Nomori 2i Tahuni 2019i Tentangi 

Pertanggungjawabani Pelaksanaani APBDi Pemerintahi Kotai Tidorei Kepulauani 

Provinisii Malukui Utara. 

D. Pembahasan 

Pengelolaani Anggarani Pendapatani Belanjai Daerahi merupakani sebuahi prosesi 

yangi diawalii dengani penyusunani Rancangani Anggarani Pendapatani Belanjai 

Daerahi yangi kemudiani dilakukani persetujuani olehi DPRD,i pengesahani olehi 
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Pemerintahi Pusat,i penetapani menjadii APBDi sampaii dengani implementasii dani 

penerapani ataui pemanfaatani anggarani dengani melaksanakan,i menatausahakan,i 

sertai mempertanggungjawabkannya.i Dii setiapi tahapani pengelolaani APBDi 

tersebut,i aspeki pengawasani menjadii strategisi dalami mengimplementasikani 

prinsip-prinsipi penyelenggaraani negarai yangi bersih (Chalit, 2011). 

Bentuki utamai pertanggungjawabani pelaksanaani APBDi adalahi adanyai 

kewajibani Pemerintahi Daerahi sebagaii penggunai anggarani untuki membuati laporani 

keuangani dani laporani kinerjai yangi kemudiani akani dievaluasii dani diklarifikasii olehi 

BPK,i DPRD,i dani Kementriani Dalami Negeri.i Pemerintahi Daerahi Kotai Tidorei 

Kepulauani adalahi salahi satui daerahi yangi diwajibkani untuki mengeluarkani 

kebijakani yangi terkaiti dengani pertanggungjawabani pelaksanaani APBD.i Peraturani 

tersebuti adalahi peraturani daerahi nomori 2i Tahuni 2019i tentangi pertanggungjawabani 

pelaksaani APBDi Pemerintahi Provinsii Malukui Utara (Chalit, 2011). 

Peraturani Daerahi inii dibuati untuki mengoptimalkani pengawasani dalami 

pertanggungjawabani pelaksanaani APBDi Pemerintahi Kotai Tidorei Kepulauani 

Provinsii  

Malukui Utarai dalami rangkai memenuhii asasi akuntabilitasi dalami penyelenggaraani 

Negara,i sesuaii dengani Asas-Asasi Umumi Pemerintahani yangi Baiki (AUPB).i Olehi 

karenai itui diperlukani suatui rangkaiani proseduri yangi melibatkani beberapai instansii 

yangi memilikii fungsii pengawasani anggaran,i sepertii Badani Pemeriksaani Keuangani  

(BPK),i Dewani Perwakilani Rakyati Daerahi (DPRD)i dani Kementriani Dalami Negeri.i 

Masing-masingi instansii pengawasi memilikii ruangi lingkupi pengawasani anggarani 
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sesuaii dengani bidangi dani kewenangani yangi ditentukani dalami peraturani 

perundanngundangani yangi berlaku (Handoko, 2020). 

Implementasii Kebijakani Peraturani Daerahi Nomori 2i Tahuni 2019i Tentangi  

Pertanggungjawabani Pelaksanaani APBDi Pemerintahi Kotai Tidorei Kepulauani 

Provinsii Malukui Utarai dikajii dani dianalisisi berdasarkani hasili kuisioneri dani 

wawancarai yangi dilakukani penelitii dengani informani kuncii (Keyi person)i dani 

responden,i yangi meliputii isii kebijakan,i implementor,i dani faktori yangi menjadii 

penghambati dalami implementasii pertanggungjawabani pelaksanaani APBD.i 

Berdasarkani hasili wawancarai dani kuisioner,i diperolehi hasili yangi dijelaskani 

sebagaii berikuti ini: 

1. Kuisioner 

Darii hasili pengumpulani datai dengani kuisioneri terstrukturi yangi disebari 

menggunakani googlei formi mengenaii isii kebijakani darii implementasii 

pertanggungjawabani pelaksanaani APBDi tahuni 2019, didapatkani 

respondeni sebanyaki 100i orang.i Datai yangi diperolehi telahi diverifikasii 

sebelumnyai untuki membuangi datai yangi tidaki validi yangi akani 

mempengaruhii hasili darii analisisi datai penelitian.i  

a. Profil responden 

Profili respondeni dalami penelitiani inii diamatii untuki memberii 

gambarani sepertii apai sampeli penelitiani ini.i Respondeni dikategorikani 

dalami beberapai kelompoki berdasarkani jenisi kelamin,i usiai dani 

pendidikani responden. 
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Berdasarkani jenisi kelamini padai gambari 3.3, terdapati 54,5%i 

respondeni perempuani dani jumlahi respondeni berjenisi laki-lakii 

sebanyaki 45,5%. Hali inii menunjukani bahwai respondeni yangi berjenisi 

kelamini perempuani lebihi banyaki terlibati dipenelitiani inii dibandingkani 

yangi berjenisi kelamini laki-laki.i Namuni demikian,i dapati dikatakani 

bahwai komposisii respondeni laki-lakii dani perempuani adalahi seimbang.i  

 
i i i i Gambari 3.3i  

i i i i i i i Jenisi kelamini respondeni  

i  

Berdasarkani usiai padai gambari 3.4,i terdapati 2i (dua)i kelompoki usiai 

yangi mendominasii dengani angkai yangi samai adalahi respondeni yangi 

berusiai 20-25i tahuni yaitui sebanyaki 34,1%i respondeni dani respodeni 

yangi berusiai 31-35i tahuni yaitui sebanyaki 34,1%.i Komposisii kelompoki 

respondeni dengani usiai 26-30i tahuni jugai cukupi banyaki yaitui sebanyaki 

29,5%.i Sementarai itu,i kelompoki usiai repondeni yangi lebihi lanjuti yaitu 

usiai 36i tahuni keatasi hanyai diwakilii olehi sebanyaki 2,3%i darii totali usiai 
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36i tahuni keatasi hanyai diwakilii olehi sebanyaki 2,3%i darii totali 

responden. 

i i i i i i Gambari 3.4i  

i i i i i i i i i i i i i i i i Usiai responden 

 

Berdasarkani kelompoki pekerjaani padai gambari 3.5,i respondeni 

yangi memilikii perkerjaani sebagaii PNSi dani mahasiswai mewalikii 

masingi masingi 22,8%i dani 18,2%i darii totali responden.i Komposisii 

respondeni kelompoki pegawaii swastai dani belumi bekerjai cukupi 

berimbangi yaitui sebesari 2,3%i dani 4,5%i darii totali responden.i 

Sementarai itui ASNi sebanyaki 6,8%i respondeni dani kelompoki 

respondeni wiraswastai diwakilii olehi 4,5%i responden.i  

 
Gambari 3.5i  

Kelompoki pekerjaani respondeni  



 

NASKAH PUBLIKASI I ALHILAL RIDJAN 19 

 

 

b. Analisis deskriptif jawaban responden 

Hasili pernyataani respondeni padai setiapi kuesioneri yangi digunakani 

untuki mengukuri variablei akani dii deskripsikani untuki penilaiani parai 

respondeni terhadapi isii kebijakani darii Perdai Nomori 2i Tahuni 2019i 

Tentangi Pertanggungjawabani Pelaksanaani APBDi Pemerintahi Provinsii 

Malukui Utara.i  

Untuki mengetahuii jawabani respondeni mengenaii isii kebijakani 

pengelolaani APBDi yangi dilihati darii indikatori dapati dilihati darii 

jawabani respondeni padai gambari berikut:i  

i   

Gambari 3.6i  

i  

Berdasarkani gambari dii atas,i jawabani respondeni tentangi 

implementasii pengelolaani APBDi untuki pembangunani daerahi cukupi 

sesuaii dengani yangi diharapkani darii isii kebijakani pengelolaani APBDi 

olehi pemerintahi daerahi dalami pertanggungjawabani pengelolaan. 

APBDi tahuni 2019i sampaii sekarangi dii daerahi Kotai Tidorei Kepulauan.i 

Tetapii masihi adai beberapai daerahi yangi belumi merasakani 
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pembangunani yangi signifikani darii kebijakani pengelolaani APBDi olehi 

pemerintahi daerah. Dominani respondeni menjawabi baiki yaknii 

sebanyaki 50%,i respondeni yangi menjawabi buruki sebanyaki 36,4%,i 

selanjutnyai respondeni yangi menjawabi sangati buruki sebanyaki 9,1%,i 

dani yangi menyatakani palingi sedikiti sangati baiki sebanyaki 2,5%.i  

 

i i i i i i i i i i i I   Gambari 3.7i  

i  

Darii gambari dii atasi menunjukkani bahwai jawabani respondeni 

tentangi perkembangani darii pengelolaani APBDi sebanyaki 56,8%i 

respondeni menjawabi setuju,i 29,5%i respondeni menjawabi tidaki setuju,i 

9,1%i respondeni menjawabi sangati setuju,i dani 4,5%i respondeni 

menjawabi sangati tidaki setuju,i makai dapati ditariki kesimpulani bahwa 

kebijakan pemerintah daerah Malukui Utarai dalam 

pertanggungjawabani pengelolaani APBDi dii daerahi Kotai Tidorei 

Kepulauani terbilangi cukupi memuaskani untuki sebagiani masyarakat,i 

tetapii masihi adai beberapai daerahi yangi belumi merasakani 
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perkembangani darii kebijakani daerahi tentangi pengelolaani APBDi olehi 

pemerintahi daerah.i  

 
i i i i Gambari 3.8i  

i  

Berdasarkani gambari dii atasi menunjukkani bahwai jawabani 

respondeni tentangi kinerjai pemerintahi daerahi Malukui Utarai dalami 

pengimplementasiani pelaksanaani APBDi yangi mengalamii penurunani 

kualitasi dalami berbagaii aspeki adalahi sebagiani besari respondeni 

menjawabi setujui yaknii sebanyaki 50%,i respondeni yangi menjawabi 

sangati setujui sebanyaki 22,7%.i Selanjutnyai respondeni yangi menjawabi 

tidaki setujui sebanyaki 25%,i dani yangi menyatakani palingi sedikiti sangati 

tidaki setujui sebanyaki 2,3%. Makai dapati ditariki kesimpulani bahwai 

kinerjai darii pemerintahi daerahi Malukui Utarai dalami 

pertanggungjawabani pengelolaani APBDi dii daerahi Kotai Tidorei 

Kepulauani mengalamii penurunani kualitasi dalami berbagaii aspeki darii 

tahuni 2019i sampaii dengani tahuni 2024.i  
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i i i i i Gambari 3.9i  

i  

Darii gambari dii atasi menunjukkani bahwai jawabani respondeni 

mengenaii meratai ataui tidaknyai kinerjai Pemerintahi Daerahi Malukui 

Utarai dalami implementasii pelaksanaani APBDi dii berbagaii aspeki 

sebanyaki 50%i respondeni menjawabi tidaki merata,i 25%i respondeni 

menjawabi cukupi merata,i 18,2%i respondeni menjawabi merata,i dan 

6,8%i respondeni menjawabi sangati tidaki merata. Berdasarkani Datai yangi 

telahi dikumpulkan,i jawabani respondeni tentangi kinerjai pemerintahi 

daerahi Malukui Utarai dalami pertanggungjawabani pengelolaani APBDi 

dii daerahi Provinsii Malukui Utarai dii Kotai Tidorei Kepulauani bisai 

diakatakani tidaki meratai dengani dominani respondeni yangi menjawabi 

tidaki meratai sebanyaki 50%.i  

2. Wawancara 

Wawancarai inii bertujuani untuki mendeskripsikani bagaimanai persepsii 

masyarakati dani pemerintahi daerahi terhadapi isii kebijakani darii 

pertanggungjawabani pengelolaani APBDi Kotai Tidorei Kepulauani Provinsii 

Malukui Utara. Berikuti inii merupakani deskripsii profili informani dani analisisi 
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hasili penelitiani berdasarkani wawancarai secarai mendalami yangi telahi 

dilakukani penelitiani kepadai informani ketikai melakukani penelitiani 

mengenaii implementasii pertanggungjawabani pertanggungjawabani APBDi 

Kotai Tidore Kepulauani Provinsii Malukui Utara. 

a. Deskripsi profil informan  

Infomani kuncii padai penelitiani inii berjumlahi duai orangi yaitui 

pembantui bendaharai bagiani keuangani daerahi Kotai Tidorei Kepulauani 

dani ASNi Kotai Tidorei Kepulauan.i Pemilihani informani tersebuti dipilihi 

dengani pertimbangani tertentu,i dikarenakani menuruti penelitian,i orangi 

tersebuti yangi palingi tahui tentangi apai yangi penelitii harapkani dalami 

penelitiani ini. Setelahi melakukani penelitiani selamai kurangi lebihi duai 

minggui darii tanggali 26i Julii sampaii dengani 9i Agustusi 2024,i penulisi 

menemukani data-datai yangi berhubungani dengani juduli penelitiani inii 

yaknii Implementasii Perdai Nomori 2i Tahuni 2019i Tentangi 

Pertanggungjawaani Pelaksanaani APBDi Kotai Tidorei Kepulauani 

Provinsii Malukui Utara.i  

Datai diperolehi penulisi melaluii wawancarai secarai langsungi kepadai 

duai orangi informan.i Wawancarai dilakukani penulisi dii luari jami kerjai 

parai informani yangi dii lakukani padai tanggali 26i Julii 2024i dani 1i Agustusi 

2024i sehinggai tidaki menggangui jami kerja.i Respondeni dikategorikani 

dalami beberapai kelompoki berdasarkani nama,i jenisi kelamin,i usia,i 

pekerjaan.i Sebagaii langkahi selanjutnyai penulisi akani menganalisai data-

datai yangi penulisi kumpulkani dani dapati dilihati padai tabeli 3.4.i  
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NO.  NAMAi  JENISi  

KELAMINi  

USIAi  PEKERJAANi  

1i  WMi  Perempuani  50i  

Tahuni  

Pembantui Bendaharai Kotai 

Tidore Kepulauani 

2i  AEi  Laki-lakii  30i  

Tahuni  

ASNi Kotai Tidorei Kepulauani  

Tabeli 3.4 

Identitasi informan 

i  

b. Analisis hasil wawancara  

APBDi padai dasarnyai memuati rencanai keuangani yangi diperolehi 

dani digunakani Pemerintahi Daerahi dalami rangkai melaksanakani 

pelayanani umumi dalami satui tahuni anggaran.i Prosesi Perencanaani 

adalahi penting,i dani Prosesi Pengendaliani untuki menentukani 

pencapaiani rencanai jugai tidaki kalahi penting.i Sedangkani prosesi 

anggarani menyediakani hubungani esensiali diantarai keduai prosesi 

tersebut.i Keberhasilani suatui organisasii pemerintahi bukani hanyai 

tergantungi padai bagaimanai organisasii tersebuti melaksanakani prosesi 

dani aktivitasi kesehariannya,i akani tetapii jugai sangati tergantungi padai 

bagaimanai kegiatani dani aktivitasi rutini maupuni noni rutini berangkaii 

dalami suatui kerangkai perencanaani strategis (Sudarsono, 2005). 

Perencanaani strategisi menjadii katai kuncii yangi akani memberikani 

arahi dani membimbingi kegiatani dani aktivitasi keseharian.i Kinerjai 

Pemerintahi Daerahi dapati diukuri melaluii evaluasii terhadapi pelaksanaani 
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APBD.i Untuki itui dikembangkani Standari Analisai Biaya,i tolaki ukuri 

kinerja,i dani standari biaya.i Alasani yangi palingi utamai dipersiapkani 

anggarani tahunani adalahi perlunyai menentukani tingkati pendapatani dani 

pengeluarani (belanja) (Handoko, 2009). 

Berikuti penulisi paparkani hasili wawancarai darii informani pertamai 

yangi berkaitani dengani Perdai Nomori 2i Tahuni 2019i Tentangi 

Implementasii Pertanggungjawabani Pelaksanaani APBDi Pemerintahi 

Kotai Tidorei Kepulauani Provinsii Malukui Utara:i  

“Dii daerahi Kotai Tidorei Kepulauani sendiri,i implementasii darii 

pertanggungjawabani pelaksanaani APBDi setiapi tahunnyai tidaki 

stabili dikarenakani Pendapatani Aslii Daerahi (PAD),i yaitui 

pendapatani yangi diperolehi daerahi yangi dipunguti berdasarkani 

peraturani daerahi sesuaii dengani peraturani perundang-undangani 

yangi tergolongi kecil”i (Informani kuncii 1,i wawancarai 26i Julii 2024). 

Darii hasili wawancarai dengani Saudarii WMi diatas,i iai mengatakani 

bahwai implementasii darii pertanggungjawabani APBDi Pemerintahi Kotai 

Tidorei Kepulauani darii tahuni 2019i sampaii tahuni 2024i tidaki stabili dani 

cenderungi naiki turun.i Hali inii disebabkani olehi Pendapatani Aslii Daerahi 

(PAD)i Malukui Utarai yangi tergolongi kecili sehinggai menyebabkani 

Implementasii darii berbagaii kebijakani dalami APBDi pemerintahi Daerahi 

Kotai Tidorei Kepulauani tidaki begitui baik. Hali serupai jugai ditegaskani 

olehi saudarai AEi selakui ASNi Kotai Tidorei Kepulauani yangi mengatakani 

bahwa:i  
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“Implementasii darii berbagaii programi dalami APBDi kitai tidaki 

begitui baik.i Orientasii darii programi ataupuni kebijakani yangi 

dilaksanakani lebihi kepadai bagaimanai merancangi programi agari 

terlihati memilikii serapani anggarani yangi tinggi,i bukani programi 

yangi berdasarkani kebutuhani masyarakat.i Memangi benari adai 

beberapai aspeki kebijakani yangi membantui masyarakati sepertii 

pembangunani infrastruktur.i Tetapii bahkani pembangunani 

infrastrukturi sepertii jembatani dani jalani tersebuti jugai tidaki meratai 

sertai kualitasnyai yangi setelahi dibanguni langsungi rusak.i Belumi 

lagii infrastrukturi yangi dibanguni namuni tidaki memilikii fungsii dani 

manfaati sampaii akhirnyai rusaki juga”i (Informani kuncii 2,i 

wawancarai 1i Agustusi 2024).i  

Darii pemaparani saudarai AEi Sebagaii informani kuncii yangi kedua,i 

iai menjelaskani bahwai walaupuni adai beberapai aspeki kebijakani yangi 

membantui masyarakati sepertii pembangunani infrastruktur,i tetapii tidaki 

menutupii kekurangani darii pengimplementasiani APBDi dii daerahi Kotai 

Tidorei Kepulauan.i Orientasii darii programi ataupuni kebijakani yangi 

dilaksanakani lebihi kepadai bagaimanai merancangi programi agari terlihati 

memilikii serapani anggarani yangi tinggi,i bukani programi yangi 

berdasarkani kebutuhani masyarakat.i  

Kesuksesani daerahi dalami menjalankani otonomii daerahi dapati 

ditinjaui darii kinerjai pemerintahi daerahi dalami mengelolai keuangannya,i 

apakahi telahi sesuaii dengani standari yangi adai ataui tidak.i Perwujudani 
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pengelolaani keuangani daerahi tersebuti termasuki dalami hali pembuatani 

Anggarani Pendapatani dani Belanjai Daerahi (APBD)i yangi setiapi tahuni 

ditetapkani dengani peraturani daerah (Chalit, 2011). 

Dalami penyelenggaraani suatui pemerintahani diperlukani 

kemampuani keuangani daerahi karenai tanpai biayai yangi cukupi 

pemerintahi akani terhambati dalami melaksanakani tugasi pokoki dani 

fungsinyai dengani efektifi dani efisien.i Keuangani daerahi inilahi yangi 

menjadii salahi satui dimensii untuki mengetahuii tingkati kemampuani 

suatui daerahi dalami mengelolai pemerintahannya (Chalit, 2011). 

Kemampuani pemerintahi daerahi dalami mengelolai keuangannyai 

dapati dilihati dalami Anggarani Pendapatandani Belanjai Daerahi (APBD)i 

yangi mengilustrasikani pembiayaani kegiatani tugasi pembangunan.i 

Anggarani Pendapatani dani Belanjai Daerahi (APBD)i sebagaii instrumeni 

utamai dalami penentuani arahi kebijakani pemerintahi daerahi harusi 

memuati kinerjai yangi menggerakkani pertumbuhani perekonomiani gunai 

menurunkani angkai penganggurani dani tingkati kemiskinan (Chalit, 

2011). 

Pendapatani dani belanjai daerahi merupakani alati yangi digunakani 

APBDi untuki pengambilani keputusani dani terlaksananyai pembangunani 

daerah,i otoritasi pengeluarani dimasa-masai yangi akani datang,i sumberi 

perumusani ukurani standari evaluasii kinerja,i alati untuki memotivasii parai 

pegawai,i dani alati koordinasii untuki semuai kegiatani uniti kerjai yangi 

berbeda (Sudarsono, 2005). 
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Pentingi dani menariki untuki mengkajii kinerjai keuangani pemerintahi 

daerah,i karenai dengani mengkajii kinerjai keuangani dapati diketahuii hasili 

darii programi dani kegiatani yangi telahi diselenggarakani olehi pemerintahi 

daerah,i seberapai optimali pemerintahi daerahi menjalankani tugasi pokoki 

dani fungsinya.i  

“Kinerjai darii pemerintahi daerahi dalami pengelolaani APBDi darii 

tahuni 2019i sampaii dengani tahuni 2024i Sangati jauhi darii yangi 

diharapkan.i Pengelolaani APBDi kitai orientasinyai proyek,i hanyai 

untuki menghabiskani anggaran.i Jarangi kitai melihati programi yangi 

bisai memberikani efeki terhadapi kualitasi SDMi dani jugai programi 

yangi bukani hanyai menghabiskani anggarani tapii dapati 

menghasilkani anggarani pendapatan”i (Informani kuncii 2,i 

wawancarai 1i Agustusi 2024).i  

AEi sebagaii informani kuncii keduai menyebutkani bahwasannya 

kinerjai darii pemerintahi daerahi dalami pengelolaani APBDi darii 

tahuni 2019i sampaii dengani tahuni 2024i mengalamii penurunani 

kualitasi dani sangati jauhi darii yangi diharapkan.i Orientasii darii 

pengelolaani APBDi darii tahuni kei tahuni jugai hanyai berfokusi 

merancangi programi agari terlihati memilikii serapani anggarani yangi 

tinggi,i bukani programi yangi berdasarkani kebutuhani masyarakat. 

AEi menambahkani bahwasannyai sangati jarangi pemerintahi daerahi 

membuati programi yangi bisai memberikani efeki terhadapi kualitasi SDMi 

dani jugai programi yangi bukani hanyai menghabiskani anggarani tapii dapati 
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menghasilkani anggarani pendapatan. Sedangkani WMi selakui Pembantui 

Bendaharai Kotai Tidorei Kepulauani mengatakani bahwa:i  

“Kinerjai darii Pemerintahi daerahi dalami pengelolaani APBDi dii 

daerahi Kotai Tidorei Kepulauani sendirii sepanjangi tahuni 2019i 

sampaii dengani saati inii yaitui tahuni 2024i tergolongi sesuai,i namuni 

tidaki bisai dipungkirii bahwai adai beberapai kendalai dalami 

pengelolaani APBDi dii daerahi Kotai Tidorei Kepulauan.i Harusi adai 

evaluasii untuki mengidentifikasii kendalai yangi menjadii penyebabi 

rendahnyai capaiani target.”i (Informani kuncii 1,i wawancarai tanggali 

26i Julii 2024).i  

Darii pemaparani WMi selakui Pembantui Bendaharai Kotai Tidorei 

Kepulauani menyebutkani bahwasannyai kinerjai darii pemerintahi daerahi 

dalami pengelolaani APBDi sepanjangi tahuni 2019i sampaii dengani tahuni 

2024i cukupi memuaskan.i Tetapii masihi adai beberapai kendalai dalami 

pengelolaani APBDi dii daerahi Kotai Tidorei Kepulauani terkaiti dengani 

kinerjai darii pemerintahi daerahi sepertii realisasii APBDi padai tahuni 2023i 

yangi tidaki mencapaii targeti yangi telahi ditetapkan.i  

Hali inii sejalani dengani pidatoi darii Penjabati (PJ)i Gubernuri Provinsii 

Malukui Utara,i Samsudini A.i Kadiri (2024)i yangi menyatakan, 

“Dalami rinciani pendapatan,i Pendapatani Aslii Daerahi terealisasii 

sebesari Rp804.961.566.391,70,i yangi  mencapaii 76,43%i darii 

targeti Rp1.053.227.132.360,00.i Sedangkani Pendapatani Transfer,i 

termasuki Danai Bagii Hasili Pajak,i Danai Bagii Hasili Sumberi Dayai 



 

NASKAH PUBLIKASI I ALHILAL RIDJAN 30 

 

Alam,i Danai Alokasii Umum,i Danai Alokasii Khusus,i dani lainnya,i 

mencapaii Rp2.333.040.449.893,00i ataui 88,87%i darii targeti 

Rp2.625.287.728.000,00.i Sementarai itu,i Pendapatani Lain-laini 

Yangi Sahi hanyai mencapaii 0,04%i darii targeti yangi ditetapkan”.i 

Makai darii itui penelitii mengambili kesimpulani bahwasannyai 

programi dani kegiatani dalami implementasii APBDi olehi Pemerintahi 

Daerahi Kotai Tidorei Kepulauani yangi dilaksanakani sepanjangi 

tahuni 2019i sampaii dengani tahuni 2024i belumi sepenuhnyai 

memenuhii harapan,i namuni berbagaii upayai terusi dilakukani untuki 

meningkatkani kinerjai dani kesejahteraani masyarakat. 

E. Kesimpulan 

Berdasarkani hasili penelitiani dani pembahasani tentangi Implementasii 

Peraturan Daerahi Nomori 2i Tahuni 2019i tentangi Pertanggungjawabani 

Pelaksanaani APBDi Pemerintahi Kotai Tidorei Kepulauani Provinsii Malukui 

Utara,i dapati disimpulkani yangi mengacui padai tujuani penelitian,i beberapai hali 

sebagaii berikut:i  

1. Sampaii penelitiani inii dilakukan,i implementasii darii Peraturani Daerahi 

Nomori 2i Tahuni 2019i tentangi Pertanggungjawabani Pelaksanaani ABPDi 

Pemerintahi Kotai Tidorei Kepulauani Provinsii Malukui Utarai belumi berjalani 

dengani baik.i Kinerjai darii pemerintahi daerahi Kotai Tidorei Kepulauani dalami 

pertanggungjawabani pengelolaani APBDi Kotai Tidorei Kepulauani 

mengalamii penurunani kualitasi dalami berbagaii aspeki darii tahuni 2019i 

sampaii dengani tahuni 2024.i Orientasii darii programi ataupuni kebijakani yangi 
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dilaksanakani olehi Pemerintahi Daerahi Kotai Tidorei Kepulauani lebihi kepadai 

bagaimanai merancangi programi agari terlihati memilikii serapani anggarani 

yangi tinggi,i bukani programi yangi berdasarkani kebutuhani masyarakat. 

Selaini itui implementasii darii pertanggungjawabani APBDi Pemerintahi 

Provinsii Malukui Utarai dii Kotai Tidorei Kepulauani darii tahuni 2019i sampaii 

tahuni 2024i jugai tidaki stabili dani cenderungi naiki turun.i Hali inii disebabkani 

olehi Pendapatani Aslii Daerahi (PAD)i Malukui Utarai yangi tergolongi kecili 

sehinggai menyebabkani implementasii darii berbagaii kebijakani dalami APBDi 

pemerintahi Kotai Tidorei Kepulauani tidaki begitui baik.i Orientasii darii 

programi ataupuni kebijakani yangi dilaksanakani lebihi kepadai bagaimanai 

merancangi programi agari terlihati memilikii serapani anggarani yangi tinggi,i 

bukani programi yangi berdasarkani kebutuhani masyarakat.i  

2. Faktori penghambati yangi sangati berpengaruhi terhadapi Implementasii 

Pertanggungjawabani Pelaksanaani APBDi Kotai Tidorei Kepulauani Provinsii 

Malukui Utarai adalahi rendahnyai kualitasi dani dayai saingi Sumberi Dayai 

Manusiai (SDM).i Secarai kemampuani dani mentalitas,i SDMi dii daerahi Kotai 

Tidorei Kepulauani tergolongi belumi siapi dalami memahamii tugasi terkaiti 

keuangani daerahi sehinggai berimbasi padai Pertanggungjawabani 

Pelaksanaani APBDi dii daerahi Kotai Tidorei Kepulauan.i Rendahnyai kualitasi 

SDMi dii daerahi Kotai Tidorei Kepulauani jugai menghambati prosesi 

pembangunani dani upayai mengurangii jumlahi penduduki miskini dii daerah.i 

Hasili penelitiani menunjukani bahwai Kualitasi SDMi yangi rendahi 
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berpengaruhi terhadapi meningkatnyai angkai kemiskinani dani pembangunani 

daerahi yangi tidaki merata.i  
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